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ABSTRAK

Penjatuhan hukuman pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana
Indonesia harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun
dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu seperti
kepemilikan senjata tajam masih dijatuhi hukuman penjara yang memunculkan
pertanyaan atas konsistensi penerapan asas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana
penjara 3 bulan terhadap anak pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri
Purworejo Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2024/PN  Pwr, serta mengevaluasi

kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum
normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan,
studi dokumen, dan wawancara semi tersetruktur dengan hakim yang memutus
perkara. Pendekatan analisis mencakup pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penjatuhan pidana penjara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
yuridis, seperti terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun
1951, serta aspek non-yuridis, seperti kurangnya pengawasan keluarga dan
potensi pengulangan tindak pidana. Hakim menilai bahwa pembinaan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lebih relevan dibanding alternatif pidana

bersyarat.

Meskipun putusan tersebut mempertimbangkan faktor psikososial anak,
penelitian ini menemukan bahwa prinsip ultimum remedium dan pendekatan
keadilan restoratif belum diterapkan secara optimal karena adanya keterbatasan
regulasi, seperti Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi penerapan diversi
hanya pada pidana di bawah tujuh tahun. Dengan demikian, meskipun secara

formal penjatuhan hukuman dinilai sah, secara substansial masih menimbulkan

Xi



keraguan terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas pemulihan. Penelitian
ini merekomendasikan revisi terhadap regulasi diversi dan penguatan pendekatan

pemulihan dalam putusan peradilan anak.

Kata kunci: Peradilan Anak, Senjata Tajam, Kepentingan Terbaik bagi Anak, UU
SPPA, Keadilan Restoratif, Hukuman Penjara, Diversi.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai subjek hukum di Indonesia memiliki status yang berbeda
dengan orang dewasa, baik dalam hal perlakuan hukum maupun dalam proses
peradilan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan
memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan
hukum (ABH). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berfokus pada
pemulihan dan rehabilitasi, dengan mempertimbangkan usia, kondisi
psikologis, dan sosial anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, setiap
keputusan yang diambil oleh hakim dalam perkara anak harus
mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, perkembangan mental, serta
kebutuhan pembinaan sosial yang dapat diberikan kepada anak.

Namun, dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam tindak pidana sering
kali menghadapi situasi yang kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan
aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi
pembentukan karakter anak di masa depan. Salah satu contoh yang mencolok
adalah kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak pelajar yang terlibat dalam
tawuran antar kelompok pelajar. Kasus ini tercatat dalam Putusan Pengadilan
Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr. Adanya Putusan

menggambarkan bahwa anak harus mempertanggungjawabkan secara hukum



sesuai tindakannya, dengan demikian hak-hak anak untuk mendapatkan
kepentingan terbaik dalam proses peradilan telah diabaikan.

Pada tanggal 19 April 2024, Dimas Arif Saifudin, seorang anak pelajar,
terlibat dalam tawuran antar pelajar di Jalan Raya Purworejo-Kemiri, Desa
Seren, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Tawuran ini melibatkan
pelajar dari SMK PN Purworejo dan SMK Pancasila 1 Kutoarjo. Dalam
kejadian tersebut, Dimas membawa sebuah celurit yang dibelinya secara
daring seharga Rp. 150.000. Senjata tajam tersebut digunakan oleh Dimas
untuk menakut-nakuti lawannya dalam tawuran, bukan untuk melukai
langsung. Namun, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam ini mengarah
pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,
yang mengatur bahwa membawa senjata tajam tanpa izin dapat dikenakan
hukuman penjara paling lama 10 tahun.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang terlibat dalam
kepemilikan senjata tajam memerlukan pertimbangan yang matang.
Meskipun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur
hukuman yang berat untuk tindak pidana ini, dalam sistem peradilan pidana
anak, hakim diharapkan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik
bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi
"Penjatuhan pidana terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1) merupakan upaya terakhir setelah tidak ditemukan alternatif lain
yang lebih sesuai dengan tujuan pemulihan anak.”, salah satunya bahwa

penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus merupakan upaya terakhir dan



hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai
dengan tujuan pemulihan anak. Oleh karena itu, hakim harus
mempertimbangkan usia anak pelaku, kondisi psikologis, dan latar belakang
sosial anak. Hakim perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan
perlindungan hak anak, dengan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan
tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan bagi
anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di masa
depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr
mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak dalam penjatuhan hukuman
terhadap anak pelaku yang terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam.
Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdapat pada Pasal 68 ayat (1) yang
menerangkan bahwa “pidana pokok terhadap anak terdiri dari Pidana
penjara, Pidana denda, Pidana pengawasan, Pidana kerja sosial, Pidana
rehabilitasi, Pidana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”, dan dijelaskan juga pada Pasal 68 Ayat (2) bahwa
“Pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat
dijatuhkan jika tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan tujuan

pemulihan anak”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 3
bulan?
2. Apakah penjatuhan hukuman tersebut bertentangan dengan asas
kepentingan terbaik bagi anak?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman
pidana penjara 3 bulan.
2. Untuk menganalisis penjatuhan hukuman tersebut apakah bertentangan

dengan asas kepentingan terbaik bagi anak atau tidak.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis:

a) Menambah Wawasan [lmiah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya
dalam bidang peradilan pidana anak, dengan memberikan analisis
mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman
pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus kepemilikan senjata
tajam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih luas mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dan
perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di

Indonesia. Secara Praktis:



b)

Memberikan Perspektif Baru dalam Kajian Hukum Pidana.

Dengan menganalisis pertimbangan hakim dan hambatan yang
dihadapi dalam kasus ini, penelitian ini dapat memberikan perspektif
baru mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan anak
di Indonesia, serta bagaimana hakim seharusnya menyesuaikan
putusannya dengan konteks perkembangan anak sebagai subjek

hukum yang perlu dilindungi.

2. Secara Praktis:

a)

b)

Menjadi Sumber Referensi bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut
dalam bidang hukum anak, baik itu mengenai aspek perlindungan hak
anak, hambatan yang dihadapi oleh hakim, maupun pendekatan yang
lebih restoratif dalam peradilan pidana anak. Hal ini dapat membantu
pengembangan penelitian di masa depan yang lebih fokus pada
implementasi hukum yang lebih ramah terhadap anak.

Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang Hak Anak
dalam Sistem Hukum.

Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem
peradilan pidana. Dengan memahami bagaimana proses hukum
berfungsi dalam konteks anak, masyarakat diharapkan dapat lebih
mendukung sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi anak-

anak yang terlibat dalam tindak pidana.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Meycel dan Setyorini (2024) membahas mengenai faktor-
faktor penyebab tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang
membawa senjata tajam serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana dalam kasus tersebut. Dalam penelitiannya, mereka
mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kenakalan anak, seperti pengaruh
lingkungan, solidaritas kelompok, dan rasa dendam yang berujung pada
tindakan kriminal. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa
meskipun terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi anak untuk
melakukan tindak pidana, hakikat keadilan dalam kasus ini harus tetap
berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi, mengingat bahwa anak adalah
generasi penerus bangsa yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki.
Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukuman harus mengacu pada aspek yuridis, filosofis, dan
sosiologis, yang mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal anak,
serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Hal ini sejalan
dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan
hubungan antara pelaku dan masyarakat, daripada sekadar hukuman retributif.
Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif sangat relevan dalam kasus

anak yang terlibat dalam kejahatan yang melibatkan senjata tajam, untuk



memberikan kesempatan bagi anak agar dapat memperbaiki diri dan kembali
berintegrasi dengan masyarakat.(Meycel and Lembasi 2024)

Setyorini, Sumiati, dan Utomo (2020) dalam penelitian mereka
mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus lebih
mengutamakan kesejahteraan anak dengan menggunakan prinsip keadilan
restoratif yang berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Mereka
menyoroti pentingnya penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian
perkara anak dari jalur peradilan formal menuju jalur yang lebih
memperhatikan kepentingan anak dan masa depannya, seperti melalui
mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan
kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa diversi dapat diterapkan pada
kasus-kasus dengan ancaman pidana yang tidak lebih dari 7 tahun penjara dan
bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Setyorini and Utomo 2020).
Dalam konteks kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak, keadilan restoratif
dapat menjadi alternatif untuk menghindari dampak negatif dari hukuman
penjara yang dapat merusak masa depan anak, serta membantu memulihkan
hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu,
penting untuk mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif dalam kasus
anak, yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi
dan reintegrasi sosial anak.(Setyorini and Utomo 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurisman (2022) membahas mengenai

penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan yang



melibatkan remaja, serta upaya penanganannya berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Dalam penelitiannya, Nurisman mengidentifikasi bahwa tindakan kriminal
yang melibatkan remaja, seperti Klitih, bukan hanya disebabkan oleh faktor
internal individu seperti usia dan pencarian identitas diri, tetapi juga faktor
eksternal seperti pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kejahatan Klitih, yang
pada awalnya merujuk pada aktivitas malam tanpa tujuan jelas, kini
berkembang menjadi perilaku anarkis yang melibatkan kekerasan fisik,
termasuk penggunaan senjata tajam, dan sering kali berujung pada tindak
pidana penganiayaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum
yang mengutamakan keadilan restoratif, yang mengarahkan proses hukum
untuk lebih memperhatikan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi
pelaku, bukan hanya sekadar penghukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip
yang tertuang dalam UU SPPA, yang mengatur bahwa hukuman penjara
merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bagi anak yang terlibat dalam
kejahatan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan perlunya diversi
untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak dan memberikan kesempatan
untuk  reintegrasi  sosial. Dengan  demikian, Nurisman (2022)
menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan
pendidikan bagi pelaku anak, agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan
kembali berpartisipasi dalam masyarakat secara positif.(Eko 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2021) mengkaji mengenai

pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan



secara bersama-sama oleh anak, khususnya dalam perkara yang diadili oleh
Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Yyk. Dalam penelitiannya, Pamungkas menyoroti bagaimana
hakim mempertimbangkan dua aspek utama dalam menjatuhkan hukuman,
yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis hakim berfokus
pada penggunaan dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi,
keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang memungkinkan hakim untuk
memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut
memang merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama.
Selain itu, pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor yang
memberatkan dan meringankan, seperti dampak perbuatan terhadap korban
dan keinginan anak untuk menyesali perbuatannya. Penelitian ini
menggarisbawahi pentingnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam memberikan perlindungan
bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan bahwa
pemidanaan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikan penjara
sebagai upaya terakhir. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa
hakim harus mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan
(BAPAS), serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya
memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mendukung proses
rehabilitasi agar anak dapat kembali ke dalam masyarakat secara positif.

(Adjie Pamungkas 2021).



Penelitian yang dilakukan oleh Istiqgomah, Sihombing, dan Rianto (2024)
membahas mengenai penerapan diversi dalam tindak pidana anak yang
terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Penelitian ini mengacu pada
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA) yang menetapkan bahwa diversi adalah alternatif penyelesaian
perkara anak di luar jalur peradilan pidana formal, dengan tujuan untuk
melindungi hak anak dan mencegah stigmatisasi yang merugikan anak.
Dalam kasus yang diteliti, yaitu Putusan Nomor 15/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.BGR, hakim memutuskan bahwa diversi tidak dapat
diterapkan karena anak pelaku diancam dengan pidana penjara lebih dari 7
tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang
membatasi penerapan diversi pada tindak pidana yang diancam dengan
pidana di bawah 7 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun
terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, keberadaan pasal yang
mengatur batasan ancaman pidana menghalangi penerapan diversi. Oleh
karena itu, penelitian ini menekankan perlunya perubahan regulasi yang
memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan diversi
berdasarkan penilaian objektif dan kesepakatan antara pihak yang terlibat,
bahkan jika perkara tersebut diancam dengan pidana lebih dari 7

tahun.(Istigomabh et al. 2024)
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B. Kerangka Teori
Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun dari prinsip-prinsip
hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem
peradilan pidana, khususnya dalam konteks penjatuhan hukuman pidana
terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Beberapa teori

dan prinsip utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip dasar dalam sistem
peradilan pidana anak yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap
tindakan hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan hak-
hak anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip
ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 3 yang berbunyi “Dalam setiap
tindakan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum,
baik yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun
badan administratif lainnya, harus selalu mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak”, juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), agar tidak
mengalami stigma negatif yang dapat merusak masa depan mereka.
Dalam konteks ini, prinsip ini akan dianalisis dalam kaitannya dengan
penjatuhan hukuman pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana,
yang harus dipastikan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan dan

rehabilitasi anak. (Pamungkas, 2021).
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a)  Prinsip Perlindungan Hak Anak: Menggarisbawahi pentingnya
memberikan perlindungan maksimal bagi anak, termasuk dalam
proses peradilan. Hak-hak anak yang termasuk dalam Konvensi
Hak Anak (1989) harus diutamakan dalam setiap tahap peradilan.
(Nurisman, 2022).

b)  Diversi: Salah satu upaya yang dimaksudkan untuk menghindarkan
anak dari proses peradilan formal, di mana penyelesaian dilakukan
di luar pengadilan dan dapat melibatkan mediasi antara pelaku dan
korban, sehingga anak tidak terjebak dalam proses hukum yang
dapat memberikan dampak negatif jangka panjang. (Setyorini and
Utomo 2020).

Asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana
mencakup pemenuhan hak dasar anak, seperti hak atas kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, serta penerapan pendekatan
rehabilitatif yang mengutamakan pemulihan psikologis dan sosial anak,
bukan semata-mata pemberian hukuman penjara. Perlindungan terbaik
ini juga tercermin dalam penerapan prinsip diversi, yang memungkinkan
penyelesaian kasus di luar proses peradilan formal untuk menghindari
dampak negatif jangka panjang bagi anak. Selain itu, anak yang terlibat
dalam tindak pidana harus diberikan kesempatan untuk mengikuti
pembinaan dan pendidikan yang sesuai, serta diberi alternatif hukuman,
seperti kerja sosial, yang mendukung integrasi kembali mereka ke

masyarakat. Dukungan psikologis melalui konseling atau terapi juga
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sangat penting untuk membantu anak mengatasi trauma dan memperbaiki
perilaku, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal, bebas dari stigma negatif.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman
Penjatuhan  hukuman terhadap anak dilakukan berdasarkan
pertimbangan hakim yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan
psikologis. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (seperti Pasal 2 Undang-Undang

Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan senjata tajam)

serta kondisi anak yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan

sosial. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan faktor usia, kondisi
mental, dan sosial anak yang dapat mempengaruhi keputusan pidana
yang dijatuhkan.

a)  Faktor Yuridis: Merujuk pada pertimbangan hukum yang mengacu
pada bukti-bukti yang ada, serta kesesuaian pasal yang dikenakan
terhadap pelaku. (Adjie Pamungkas 2021)

b)  Faktor Non-Yuridis: Mengkaji faktor sosial dan psikologis anak,
seperti apakah anak menyadari kesalahan yang dilakukannya dan
apakah proses pembinaan dapat diterapkan dalam konteks

peradilan. (Setyorini and Utomo 2020)

3. Penjatuhan Hukuman Pada Anak
Penjatuhan pidana terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia

mengacu pada prinsip-prinsip yang mengutamakan pembinaan dan
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rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang terkait
perlindungan anak, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA), anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat
diperlakukan sama seperti orang dewasa. Pengadilan harus
mempertimbangkan faktor yang meringankan, seperti pengakuan dan
sikap sopan anak selama persidangan, serta faktor yang memberatkan,
seperti dampak perbuatan anak terhadap masyarakat. Selain itu, masa
penahanan yang telah dijalani oleh anak harus dikurangkan dari pidana
yang dijatuhkan. Prinsip perlindungan anak juga harus diutamakan, di
mana penjatuhan pidana bertujuan untuk memberi kesempatan bagi anak
untuk melakukan perbaikan dan reintegrasi sosial, serta memperhatikan

kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil.

C. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan
keterkaitan antar konsep hukum yang relevan dalam menganalisis penjatuhan
pidana penjara terhadap anak dalam kasus kepemilikan senjata tajam.
Penyusunan kerangka ini dilandaskan pada teori, peraturan perundang-
undangan, serta dokumen putusan dan tuntutan kasus hukum anak
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor

5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr.
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1. Anak sebagai Subjek Hukum
Anak dalam sistem hukum Indonesia didefinisikan sebagai setiap
orang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal
1 angka 3 UU SPPA. Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak atas
perlindungan khusus, termasuk saat mereka berhadapan dengan hukum.
Dalam konteks penelitian ini, anak diperlakukan sebagai pelaku tindak
pidana, namun tetap harus diperlakukan secara berbeda dari orang
dewasa. Perlakuan khusus ini mencakup pendekatan hukum yang lebih
berorientasi pada rehabilitasi daripada penghukuman.
2. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam
Perbuatan membawa atau memiliki senjata tajam tanpa hak
merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam kasus ini, anak membawa senjata
tajam (celurit) ke ruang publik dalam rangka ikut serta dalam tawuran
pelajar. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur pidana karena dilakukan

tanpa hak, serta menimbulkan ancaman bagi ketertiban umum.

3. Konteks Tindak Pidana Tawuran Pelajar
Tawuran pelajar merupakan bentuk kekerasan kolektif yang seringkali
melibatkan pelajar dari dua atau lebih sekolah dan mengakibatkan
gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam penelitian ini, tawuran
menjadi konteks situasional terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

anak. Situasi ini penting dianalisis karena menunjukkan latar belakang
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sosial anak dan dinamika kelompok yang mempengaruhi keputusan anak

untuk terlibat dalam tindakan kekerasan.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012
dan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini
bertujuan melindungi, merehabilitasi, dan mendidik anak yang
berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip utama dalam sistem ini
mencakup kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan diversi, penerapan
pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), serta
keterlibatan lembaga pembinaan sosial seperti BAPAS untuk memastikan

bahwa anak tetap mendapat pembinaan dan dukungan sosial.

5. Putusan dan Tuntutan dalam Kasus

Dalam perkara ini, anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga
bulan oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah mengajukan
tuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951,
dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan
anak. Diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi
tujuh tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 UU SPPA. Keputusan
ini menunjukkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan formil dan

prinsip perlindungan anak.

6. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap

anak meliputi aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim
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mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur pidana berdasarkan alat
bukti yang sah. Sementara dari sisi non-yuridis, hakim juga
mempertimbangkan usia anak, status pelajar, sikap kooperatif selama
persidangan, dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Pertimbangan ini menjadi landasan dalam menentukan hukuman yang

proporsional dan tetap memberi ruang untuk rehabilitasi.

7. Evaluasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana prinsip kepentingan
terbaik bagi anak telah diterapkan dalam penjatuhan hukuman. Fokusnya
adalah menilai apakah penjatuhan pidana penjara benar-benar menjadi
langkah terakhir dan apakah alternatif lain yang lebih mendidik dan tidak
merugikan masa depan anak telah dipertimbangkan. Evaluasi ini penting
untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap menjunjung tinggi
perlindungan terhadap anak.

8. Alur Diagram Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menghubungkan konsep-
konsep hukum yang relevan dalam menganalisis penjatuhan hukuman
terhadap anak dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Berdasarkan Pasal
1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak di bawah 18 tahun berhak
mendapatkan perlindungan khusus. Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa
kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam setiap tindakan

hukum.
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Konsep Diversi, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA,
memungkinkan penyelesaian perkara di luar peradilan formal untuk
kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Selain itu, Pasal 68
ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara adalah upaya
terakhir (ultimum remedium), yang hanya digunakan setelah alternatif
lain tidak dapat diterapkan. Semua prinsip ini mendasari perlindungan

anak dalam proses peradilan pidana.
Kerangka Konseptual Penjatuhan Penjara terhadap Anak yang Membawa Senjata Tajam

Pasal 2 (1) UU Darurat 12/1951

Tawuran Pelajar o

Tidak Ada Diversi

L4

Evaluasi: Kepentingan Tethaik-Anak

P Hakim: 3 Bulan Penjara

Gambar 1.

Berikut adalah gambar kerangka konseptual pada penelitian ini
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Alur Diagram Proses Kerangka Konseptual:
1. Anak sebagai Subjek Hukum (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)

Anak berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai subjek hukum
dengan hak perlindungan.

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Pasal 3 UU SPPA)

Semua tindakan hukum yang melibatkan anak harus
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA)

Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan
formal, hanya untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah 7
tahun.

4. Ultimum Remedium (Pasal 68 ayat (1) UU SPPA)

Penjatuhan pidana penjara hanya dilakukan sebagai upaya
terakhir setelah tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai untuk
pemulihan anak.

Alur in1 menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam
peradilan anak, dengan tujuan memastikan perlindungan hak anak dan

pemulihan sosial mereka.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum
normatif dengan pendekatan empiris adalah metode penelitian yang
menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dengan
data empiris yang diperoleh dari praktik hukum di lapangan. Dalam
penelitian ini, hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan
perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, dan keputusan pengadilan, untuk memahami bagaimana
hukum diterapkan dan sejauh mana hukum tersebut mencerminkan
prinsip-prinsip keadilan. Sementara itu, pendekatan empiris berfokus
pada pengumpulan data nyata dari situasi lapangan melalui wawancara
semi tersetruktur, observasi, atau studi kasus, untuk memahami

bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini akan menggabungkan kajian terhadap norma-norma
hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Darurat No. 12
Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam, dengan pengumpulan
data empiris melalui wawancara semi tersetruktur dengan praktisi hukum,
khususnya hakim pada Pengadilan Negerii Purworejo yang mengadili

kasus tersebut.
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B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
a)  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem
peradilan pidana anak serta hukum pidana pada umumnya.
Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar yang
terkandung dalam berbagai regulasi yang ada, baik yang mengatur
hak-hak anak maupun ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di
Indonesia (Yusril Thza Mahendra 2010). Beberapa peraturan yang
akan dikaji meliputi: Beberapa peraturan yang akan dikaji meliputi:
1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur tentang

hak anak dalam sistem peradilan pidana, dan memberikan

prinsip-prinsip dasar yang harus dipertimbangkan oleh hakim
dalam menangani perkara yang melibatkan anak. UU ini juga
mengatur mengenai prinsip kepentingan bagi anak yang harus
diutamakan, serta perlindungan anak sebagai subjek hukum

(Sutjiadi 2015)

2)  Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang

mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang membawa
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3)

senjata tajam tanpa izin. Undang-undang ini memberi
ancaman pidana yang tegas, tetapi perlu diimbangi dengan
perlindungan hak anak dalam penegakan hukum (Subekti
1986).

Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang
berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan,
penyiksaan, atau perlakuan buruk selama dalam proses
peradilan. Pasal 80: "Anak yang berhadapan dengan hukum
berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan,
penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya." Pasal ini
mendukung perlindungan hak anak selama proses peradilan,
termasuk dalam hal penjatuhan hukuman. Hal ini penting
untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak
merugikan psikologis dan sosial anak.

Pendekatan perundang-undangan ini akan memberikan

wawasan tentang bagaimana peraturan yang ada dapat

diimplementasikan dalam konteks anak pelaku tindak pidana dan

sejauh mana prinsip-prinsip hukum yang ada memberikan ruang

untuk penerapan keadilan restoratif (Barda Nawawi Arief 2014).
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b)

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini berfokus pada analisis putusan pengadilan
yang menjadi objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri
Purworejo  Nomor  5/Pid.Sus-Anak/2024/PN  Pwr. Melalui
pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim
dalam memberikan hukuman penjara 3 bulan terhadap anak pelaku
yang terlibat dalam kepemilikan senjata tajam dan tawuran antar
pelajar.

Dalam pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi
faktor-faktor ~yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan hukuman, serta menguji apakah putusan tersebut
sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak
anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep
hukum yang mendasari sistem peradilan pidana anak dan
perlindungan hak anak, termasuk dalam konteks keadilan restoratif.
Pendekatan ini akan membahas teori-teori hukum yang relevan,
seperti:

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak merupakan prinsip
fundamental yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang
menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak,

baik itu oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, atau badan
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administratif lainnya, kepentingan anak harus menjadi prioritas
utama. Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan hak-hak
dasar anak seperti hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
tetapi juga penghormatan terhadap pendapat anak (Bazemore, G.,
& Umbreit 2001). Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan
asas ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan alternatif
seperti diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk
menghindari dampak negatif dari penjatuhan hukuman penjara,
serta memberi kesempatan bagi anak untuk reintegrasi sosial
(Dwyer 2011).

Pendekatan  konseptual ini akan membantu dalam
membangun dasar teoretis bagi analisis keputusan hakim dalam
kasus yang sedang dianalisis, serta memberikan pemahaman lebih
dalam mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana

anak (Foucault 2001).

C. Obyek Penelitian
Pendekatan ini berfokus pada analisis putusan pengadilan yang
menjadi objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri Purworejo
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr. Melalui pendekatan ini, penelitian
ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman
penjara 3 bulan terhadap anak pelaku yang terlibat dalam kepemilikan

senjata tajam dan tawuran antar pelajar
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Penelitian ini juga akan memperhatikan dampak sosial dan

psikologis yang timbul dari keputusan tersebut, terutama terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini juga

mengkaji apakah keputusan tersebut telah memperhatikan kepetingan

bagi anak, atau justru menambah beban psikologis yang dapat

menghambat perkembangan masa depan anak tersebut.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data

primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini memiliki peran yang

sangat penting dalam membantu penulis untuk menganalisis putusan

pengadilan dan memahami konteks hukum yang berlaku dalam kasus

anak sebagai pelaku tindak pidana.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber pertama

yang langsung terlibat dalam kasus hukum yang dianalisis, yaitu:

1))

Wawancara semi tersetruktur dengan Praktisi Hukum: Dalam
beberapa kasus, wawancara dengan praktisi hukum yang
terlibat dalam kasus serupa, seperti hakim. Dapat
memberikan wawasan lebih lanjut tentang proses
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada
anak. Wawancara ini dapat membantu menggali alasan-alasan

yang tidak secara eksplisit tercantum dalam putusan, tetapi
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sangat relevan untuk pemahaman yang lebih mendalam
mengenai penerapan hukum dalam konteks peradilan anak
(Bonta & Andrews, 2017).
Data Sekunder
Data sekunder mencakup sumber-sumber yang tidak
langsung terkait dengan kasus yang dianalisis, tetapi sangat penting
dalam memberikan konteks hukum dan teori yang mendasari
penelitian ini, yakni berupa bahan hukum seperti:
1)  Bahan hukum Primer.
a) Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Pwr.
b) Peraturan Perundang-undangan: Berbagai peraturan
hukum yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur
tentang perlindungan hak anak dalam peradilan
pidana
2. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951
tentang Kepemilikan Senjata Tajam, yang
mengatur tentang hukuman pidana bagi siapa saja

yang membawa senjata tajam tanpa izin.
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3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang memberikan ketentuan dasar mengenai tindak
pidana dan sanksi pidana di Indonesia.

4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12
Tahun 2012 terkait dengan prosedur persidangan
anak yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan
khusus.

2)  Bahan hukum sekunder.

a) Jurnal dan Artikel Ilmiah: Penelitian ini juga akan
memanfaatkan berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang
membahas penerapan keadilan restoratif dalam sistem
peradilan anak, serta pengaruh pemidanaan terhadap
perkembangan sosial dan psikologis anak. Sumber-
sumber ini akan digunakan untuk mendalami teori-teori
hukum yang relevan bagi anak sebagai alternatif dari
hukuman pidana yang retributif.

b) Literatur Hukum: Buku dan literatur hukum lainnya yang
membahas tentang pemidanaan terhadap anak serta
sistem peradilan pidana anak akan dijadikan referensi

tambahan dalam penelitian ini.
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E. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa

teknik, yang akan memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan

akurat untuk menjawab tujuan penelitian.

a)  Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah teknik pengambilan data yang

dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber

hukum tertulis yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.

Teknik ini mencakup beberapa langkah antara lain:

1)

2)

3)

Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan kasus ini, seperti UU SPPA,
UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan KUHP, serta literatur
terkait teori hukum tentang keadilan restoratif dan
perlindungan hak anak.

Menelaah buku-buku hukum, artikel jurnal, serta literatur
ilmiah lainnya yang membahas topik-topik seperti keadilan
restoratif dan pemidanaan anak dalam sistem peradilan
pidana Indonesia.

Menganalisis doktrin hukum yang mengarah pada penerapan
hukuman pidana terhadap anak dan teori hukum yang

mendasari penerapan keadilan restoratif di Indonesia.
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b)

¢)

Studi Dokumen (Document Study)

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengambilan

data yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-

dokumen yang relevan, seperti putusan pengadilan, peraturan

perundang-undangan, serta literatur atau referensi hukum lainnya.

Dalam penelitian ini, studi dokumen akan mencakup beberapa

langkah penting sebagai berikut:

1)

2)

Mengumpulkan dan mempelajari putusan pengadilan yang
menjadi objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri
Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr. Putusan ini
akan dianalisis untuk melihat bagaimana hakim memutuskan
hukuman, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang
digunakan dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap
anak.

Menganalisis prosedur peradilan yang diikuti dalam perkara
ini, serta sejauh mana peraturan hukum yang berlaku telah
diterapkan dengan tepat dalam konteks peradilan anak
(Subekti, 1986). Penelitian ini juga akan memeriksa apakah
putusan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hak

anak yang tertuang dalam UU SPPA.

Wawancara semi tersetruktur dengan Hakim

Wawancara semi tersetruktur akan dilakukan dengan hakim yang

memutuskan perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr di
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Pengadilan Negeri Purworejo untuk menggali pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap anak pelaku dengan
mengajukan 10 pertanyaan. Wawancara ini akan bertujuan untuk
memahami bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan

keadilan restoratif diterapkan dalam keputusan tersebut.

F. Teknik Analisis Data
Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik
analisis kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus
pada interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan. Teknik ini akan melibatkan beberapa tahap berikut:
a)  Analisis Isi (Content Analysis)
Teknik ini digunakan untuk menganalisis isi putusan
pengadilan secara mendalams. Analisis isi akan mengkaji:

1)  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap
anak pelaku.

2)  Apakah hakim menggunakan prinsip keadilan restoratif
dalam mempertimbangkan hukuman penjara 3 bulan terhadap
anak.

3) Kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, seperti UU SPPA dan KUHP.
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b)

Analisis Kontekstual
Teknik analisis kontekstual digunakan untuk menganalisis
dampak sosial dan psikologis dari putusan terhadap anak pelaku
tindak pidana. Teknik ini akan meliputi:
1) Mengkaji bagaimana putusan pengadilan ini dapat
mempengaruhi perkembangan sosial dan psikologis anak.
2)  Menganalisis apakah keputusan ini sudah mencerminkan
kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip

utama dalam UU SPPA.
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BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr, wawancara langsung
dengan hakim yang memutus perkara, serta analisis terhadap kerangka teori

dan konseptual, maka dapat disimpulkan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3
bulan terhadap anak pelaku, Dimas Arif Saifudin, mencakup aspek yuridis
dan non-yuridis. Secara yuridis, anak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yakni
membawa senjata tajam tanpa hak. Hal ini dibuktikan melalui pengakuan
anak, kesesuaian alat bukti, dan keterangan para saksi yang menyatakan
bahwa anak mengacungkan celurit dalam peristiwa tawuran.

Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial anak
yang menunjukkan adanya kurangnya pengawasan keluarga, kebiasaan
anak yang sering keluar malam, serta risiko anak untuk mengulangi
perbuatannya. Meskipun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyarankan
pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat, hakim menilai bahwa
pelayanan masyarakat di siang hari tidak akan efektif membina anak yang
aktivitas berisikonya terjadi di malam hari. Oleh karena itu, hakim
memutuskan bahwa penjatuhan pidana penjara di LPKA akan memberikan

pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur.
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2. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam kasus ini menimbulkan
pertanyaan terhadap konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik bagi
anak (best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU
SPPA. Meskipun proses peradilan dilakukan dengan prinsip ramah anak,
seperti tidak menggunakan atribut kedinasan, adanya pendamping dari
BAPAS, dan sidang tertutup, pendekatan substansial berupa keadilan
restoratif dan ultimum remedium belum diterapkan secara maksimal.
Diversi tidak dapat dilaksanakan karena dakwaan tunggal yang
mengandung ancaman pidana lebih dari 7 tahun, sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Namun, hal ini memperlihatkan bahwa
pendekatan hukum formil masih menjadi penghalang dalam upaya

melindungi masa depan anak melalui alternatif pemidanaan.

B. Saran
Saran-saran yang disusun oleh penulis berdasarkan temuan dan analisis
pada bab sebelumnya. Tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan
kontribusi konstruktif yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum,
lembaga perlindungan anak, serta pemangku kepentingan lainnya dalam
rangka memperkuat penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam

sistem peradilan pidana.
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1. Hakim dan seluruh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana
anak hendaknya lebih mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif dan
prinsip ultimum remedium. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui
mediasi penal, kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, serta
peningkatan efektivitas rekomendasi BAPAS sebagai bahan pertimbangan
utama dalam menjatuhkan putusan.

2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan
untuk merevisi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi ruang
penerapan diversi hanya pada tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara kurang dari 7 tahun. Pembaruan ini penting untuk memberikan
fleksibilitas kepada hakim dalam menerapkan pendekatan pemulihan,
terutama dalam kasus anak yang tidak menimbulkan korban langsung.

3. Keluarga dan masyarakat perlu diberikan peran yang lebih besar dalam
proses pembinaan anak pasca putusan. Upaya reintegrasi sosial akan lebih
berhasil jika anak dapat kembali ke lingkungan yang memberikan
dukungan psikologis dan moral. Lembaga sosial, sekolah, serta tokoh
masyarakat harus dilibatkan dalam menciptakan ekosistem rehabilitatif.

4. Diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap
pelaksanaan pembinaan di LPKA. Program pelatithan keterampilan,
pendidikan, serta konseling psikologis harus dijalankan secara intensif
agar pidana penjara benar-benar menjadi sarana pembinaan, bukan

hukuman semata.
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. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi secara
komparatif efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak di
berbagai wilayah. Hasil evaluasi ini akan menjadi pijakan penting dalam
merumuskan kebijakan pidana anak yang lebih berorientasi pada

pemulihan dan masa depan anak.

Dengan adanya temuan dan analisis ini, penulis berharap skripsi ini
dapat menjadi referensi dan sumbangan ilmiah untuk mendorong sistem
peradilan pidana anak yang lebih progresif, manusiawi, dan berbasis

perlindungan
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